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PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 KUPANG
NOMOR @ 23 TAHUN 1998
TENTANGEG

RETRIBUSI 1JIN MENDIRIKAN BANSUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAEN YAaNS MAHS ESA

WAL [KOTHMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

.

bahwa dengan ditetapkannya Undang=undang Momor 18
Tahun 1997 tentang Pajek Daerah dan Retribusi Dasrah,
ma b a Faraturan Dagr ah tentang Fetribusi Izin
Mendirikan Bangunan periu disesuaikan;

bahwa unbuk melaksanaken penyesuaian pada butir a,
dipandang perlu untuk mEAYusun dan menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retvibusi Iz2in Mendivikan
Bangunar .

Undang-undang Nomor S Tahun 1926 sentang Pembentukan
Kotamadys Dasvah Tingkat 11 Kupang (Lambaran MNagara
Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3E633); '

Undang-undang Nomoy S Tahun 1974 tentang Pokok-—pokalk
Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Namar
38, Tambanan Lembaran MNegara MNomor BOI7)j

Undang-undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran MNegara Tahun [9581 Nomar 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undeng-undcang Nomory 4 Tahun 19%2 tentang Perumehan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 PMNomor 23,
Tambahan Lembavan MNegara Nomor 3469);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang FPajak Daerah
dar Retribuaji Daerah (Lembaran Megara Tahon 1997 Momor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 )4

Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di bidang
Pekar jaan LUmum Kepada Daerah Tingkat 1 dan Tingkat
IT; ¢ Lembaran Negara Tahur 1922 Nomor 28 2, Tambahan
Lembaran Mepara Nomor 33531 :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1957 tentang
Fetribusi Daerah, {(Lembaran Negara Tahun L1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor B892);

Peraturan - Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabwun 19393
tentang 1jin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang
Gangguan bagi Perusahaan Industri; 4~



10. Peraturan Menterl Pekarjaan Umum MNomor S7/PRT/1991
tentang Penyelanggaraan Fembinaan Teknis dan
Pengawasan Teknias Bidang Peker jazn Unum kepada Dinag
Feker jaan Umumg

i1. Paraturan HMenteri Peksy jaan  Umum Nomor ZAEPTSS 1985
tentang Ketentuan FPencegahan dan Fenanggulangan
Kpbakaran pada Bangunan Gedung:

i2. Inmtruk=zi Menteri Dalam Mageri Nomor 32 Tahun 1994
tentang Pelaksanaans

12. Keputusan Menteri Dalam Megevi Nomor B0 Tahun 19349
tentang Pola Organisasi Tata Laksana di Daerah
Tingkat II.

id. Peraturan Muatan Indonezia PMI 1970 (NI-18);

iS5. Peraturanmn Bahan Bangunan di [ndonezia PUEBI NI-3
197Gy

i6. Peraturan Koenstruksi kayu Indonesia PEKI MI-S L3E1;

17. Peraturan Beton Bevtulang Indonesia PBI. 1971 NMI1-Z.

Dengan Persetujuan Dewan Perwvakilan Rakyat Dasrah Hotamadya Daerah
Tingkat II Kupang.

MEMUTUBEKA AN

Menstapkan : PERATURAN DAERAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I KUPANG

TEMTANG RETRIBUSIT IJIN MENDIRIKAN BANGLINAN,

PAB I
KETENTUAN UMUM
Fasal |1

Dalam Peraturan Dasrah ini yang dimaksud dengan &

a.
b.

Coa

d.

Daerah adalah Kotamadya Dasrah Tinghkat 1I Kupangs

Pemerintah Daerah adalah Femerintah HKotamadya Daerah Tingkat II
kupang;

Kepala Daevah adalah Wallikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il
Kupangs

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Eetribusi diwajibkan untuk melakukan
pembavaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong rebribusi
tertentuy

Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagail pelayanan atas pemberian
Ijin Mendivikan Bangunan wuntuk kepentingan kepentingan pribadi
atau badan hukumgy

Bangunan adalah Bangunan Gedung beserta bangunan—bangunan yang
sEcara langeund merupakan kelengkapan darli bangunan gedung
tersebut dalam batas =matu pemilikan;

Mendirikan Bangunan adalah peker jaan mengadakan Bangunan
swlurubnya atau sebagian termasuk pelker jaan menggali, menimbun
atauw meratakan tanah yvang berhubungan dengan peker jaan mengadakan
bangurans !

Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah
bangunan vang ada, termasuk peker jaan membongkar vang berhubungan
dengan peker jaan mengganti bagian bangunan t!rﬁnhut;‘%’



Marabohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian
bangunan ditinjau dari segi fungsi banguran dan atau kenstrukei;
Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada Jarak
tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang
meErupakan batas antara boleh dan tidak dibangun bangunan—-bangunan;
romfisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara jumlah luas lantal bangunan dengan luas kapling/pekarangansg
Kesfisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara jumlah luaz lantail bangunan dengan luas kapling/pekarangans
Kosfisien Bangunan adalah tipggi bangunan diukur dari permulcaan
tanah sampai dengan titik tevatas dari bangunan terssbut;

Bangunan Parmanan adalah bangunan yang ditinjau dari segi
komstruksi dan umur bangunan dinvatakan lebih dari 15 (lima belas)
tahung

Bangunan Semi Parmanen adalah bangunan wyang ditinjau dari segl
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas)
tahun §

Bangunan Temporer adalah banguna vang ditinjau dari segi kontruksi
dan umur bangunan dinyatakan kurang 5 (lima) sampai dengan 15
tlima belas? tahung

Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa
yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis vang
diturijuk oleh Kepala Daerahy

Jalan Protokel/Utame adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak
kurang 8 (delapan) mebtery

Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kuranp
dari 7 {(tujuh?® meber;

Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak
kurang dari 3 (tiga) meteri

Surat Pemberitabuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD
adalah Burat yang digunakan oleh wajib FRetribusi untuk melakukan
untuk perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah wyang dapat disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jjumlah Retribusi yang
terubang;

Surak Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat ETRD,
adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atas sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denday

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar vang dapat disingkat
SKRDLE adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Jjumlah
kelebihan pembayaran Retribuei karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada yang terutang dan tidak ssharusnya terutamngy
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar yang dapat disingkat
EKRDKE adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang, Jumlah kredit retribusi, Jumliah
kekurangan pokok retribuel, besarnya sanksi administrasi dan
Jumlah Retribusi yang terutang yang harus dibayar.

BEap il
MAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Fasal 2

Dengan nama Retribus: Izin Mendirikan EBangunan dipungut retribusi
bagi setiap orang atau badan hukum vang menggunakan pelavanan dalam
mendirikan bangunanj

Fasal 2

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang diberikan
Izin Mendirikan Hnngunan.ﬁr



o
Pamal 4

Obyek Retribusi adalah keglatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan
kepada yang membangun barw, rehabilitasi, rencvasi dan restorasi
kepada orang pribadi ebteu baden hukum.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGAUNAAN JASA
LJIN MEMDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa JTezin Mendirikan Bangunan didasarkan atas
koefisien kota, koefisien luas bangunan, koefisien tlingkat bangunan,
koefisien guna bangunan dan koefisien kelas jalan.

BaB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal &

Frimeip yvang dianut dalam penetapan tarif retribusl izin mendirikan
bangunan didasarkan pada tujuan unbtuk menutup sebagian atau sama
dengan bisva penyvelenggar=2an pemberian izin mendirikan bangunen.

BAB V¥
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUT AN
Fasal 7

{1} Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolangkan retribusi
perizinan tertentu.

(2) Wilayah Retribu=i di pungut di Wilavah Dasrahg

BEABVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal B

(1) Biaya 1jin Mendirikan Bangunan terdiri dari 3
a. Blaya formulir dan pendaftaran ®p. 1.000,- (Seribu Rupiah)j
b. Biava pemarikanan gambar/koreksi gambar VaEg meliputi
kenstruks: dan arsitehktur G, 10 4 dari nilai bangunarnp

¢. Blaya psngawasan 2,10 X dari nilai bangunang

d. Biaya Bempadan ditetapkan Rp. 10.000,~- (Sppuluh Ribu
Rupiahd.

(2) Nilai Bangunan smebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil
perkalian antara koefesien keota/daerah, koefesien kelas jalan,
kosfesien gurna bangunan, kosfasien kelas bangunan, kosfesian
tingkat bangunan, koefesien status bangunan, hkoefesien luas
bangunan dengan harga bangunang

(3) Besarnya harga standar bangunan ditentukan oleh kepala Daerah
berdasarkan ksputusan Direkbtorat Jenderal Cipta Karya tentang
Pedoman teknisz Pembangunan Bangunan Gedung Negaras

(4> Penetapan koefisien-koefizien sebagaimana dimaksud pada ayat (2D
adalah sebagai berikut
a. Kosfisien Kota/Daemrak

—— — e m m mr s r e e o i o B s Sk _-—— m

4.1 Bangunan di wilayvah Kota/BWK IV -

NO HIRARKI XKOTA / DAERAH | KDEFESIEN ;
i.] Bangunan di pusat Kota/BWK Pusat I I 1,20 I
2.1 Bangunan di tengah Kota/BUK 11 ! 0,68
3.1 Bangunan di pinggiran/BWk T1I ! 0,25 ]

| 0,45 ¥’



b. Koefisien kKelas Jalan

ND | KELAS JALAN | KOEFESIEN I
{.! Bangunan dipinggir jalan protoko/utama kota | 2,00 |
2.1 Bangunan di pinggir jalan kelektor | 1,50 !
3.1 Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan | 1,25 b

| 1
i |

4.1 Bangunan di pinggir jalan lokal 1,00
%.| Bangunan tidak di tepi gjalan 0,75
¢. Hoefigien Gura Bangunan
MO | EUNA BANGLNAN i KOEFESIEN {
1.! Bangunan pardagangan dan jasa i 1,400 !
2.! Bamguman parindustrian i 1,278 !
3.| Bangunan parumaban i 1,000 !
4.| Bangunan kelembagaan/kantor | 0,825 |
=1t,| Bangunan umum ! 0,800 |
&.! Bangunan Fendidikan | 0,800 1
7.! Bapgunan khusus I 0, 500 |
8.1 Bangunan campuran 1 1,5 % koefisien |
| | bangunan induk !
9.1 Bangunan sosial | 0,200 |
10! Bangunran lain-lain | 0,100 |
d. Koesfisien Kalas Bangunan.
NO | KELABE EANEUN&M | KOEFESIEN |
1.! Permanen dengan dtnd:ng batu bata dengan | -
| Konstruksi beton baja 1 1,00 |
#.1 Permanen dengan dinding biasa i QT
3.1 Semi permanen dengan dinding papan/kota- | !
| naan i 0450 |
« i Temporer dnngan dlﬁding papan/bambu dll i 0,30 ]
g. Bangunan Kcefislen Status
NO STATUS BﬁNﬁUNﬁN i KOEFESIEN i
1.} Bangunan FPemerintah I 1,00 i
2.1 Bangunan Bwasta i 1,50 |
f. Koefisien Luas EBangunan
ND | LUAS BANGUNAN | KOEFESIEN |
1.| Bangunan dengan luas a/d 100 Mz I 0,80 i
2.1 Bangunan dengan luas s/d 2090 Mz ! 1,00 1
2.1 Bangunan dengan luas s/d 500 M2 i 1,25 !
4.1 Bangunan dengan luas s/d 1000 M2 | 1,50 !

%.! Barigunan dengan luas diatas 1&09 Mz J 1,758

o o i i B S B S S P S . S o

e s e - A T e - - e 7 S



g« Koefisien Tingkat Bangunan

TSR

NO TINGKAT BANGLINAK ! KOEFES1EN |
1.t Bangunan 1 lantai i i,00 |
2.} Bangunan 2 lantai | 0,90 |

3.1 Bangunan 3 lantai keatas
Biaya tercantum pada huruf b dan ¢ avat (17 meliputi &

- Biaya kegiatan peninjauan desain

- Biaya pemantauan pelaksanaan pembangunan

- Biaya pengawasah pambangunan

- Biaya pemerikzaaan dalam ragksa memenuhi syarat—-syarat keselamatan.

st - e o Y - L e

e e e e i e W

Pasal 3

Kepala Daerah dapat memnbariican keringanan dan atau membebaskan
reatribusi untuk bangunan yang par fungsl sosial.

BAB VI1I
TAT CARA PEMUNGUTAN
Fazal 10

(1) Pemunguban retribusi tidak dapat dibovongkany

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketstapan Retribusi
Daerah atau dekumen lain yang diperaanakani

{3y Tata cara pelaksanaan pamungutan retribusi Hzin mendirikan
hangunan ditetapkan oleh Kepala Daeran berpadoman kapada
Keputugan Menteri Dalam Negeri.

Babk VIIIL
MaBAa RETRIBUEL, BAAT RETRIBUBI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERLITANG
Pasal 11

(1) Mas retribusi adalah saat pelayanan IMB dilakukan oleh Pemerintah
Dapvrah;

(2h Ratvibusi terutang pada saat diterbitkannya aurat tagihan
retvibusly

(33 Burat pemberitabuan terutang ter jadi saat diterbitkannya surat
ketetapan retribusi yang terutang.

BaB IX
oErs PEMETAPAN
Pasal 12

(1) Penetapan retribusi didasarkan GPTRD dengan mensvbitkan SKRD;

{23 Dalam hal SPTRD tidak dipgnuhi ¢leh wajib retribusi sebagaimans
mestinya, maka diterbitkan SHRD jabatan;

(3> Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan cleh
Kepala Daerah.

FPamal 13

Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan dsn ditemukan dara baru dan
stzu data vanhg semula terungkap yang renyebablkan penambanan Jumlah
retribusi yang teutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BRE *
CARA PEMBAYARAN
Fasal i+«

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di KAs Daerah atau dl
tempat lain yang ditunjuk sesual waktu yang diterntukan dengan
menggunakan BKRD, EKRD jabatan dan SKRD tambahan;
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Dalam hal pembavaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka

hasil retribisi Dasrah narus disator ke K Daerah
szlambat~lambatnya 1 % 24 jam atau dalam waktu wyang ditentukan
oleh Kepala Daeral ; penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan

cankel administrasi.
Famal 15

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunasj

Kepala Daerah atau Pejabat wvang ditunjuk dapat memberi izin
kepada wajib rvetribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggungjawabkan;
Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayvat <2)
ditetapkan oleh Kepala Dasrah.

Kepala Dasrah atau Fejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib
retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampal batas waktu
yang ditentukan dengan alasan yang dipertanggungjeawabkan.

Pasal 18

Pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal & diberikan tanda
bukti pembayaranj

Betiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayarany
Berntulk, i2i, kualitas, ukuran bukuk dap tanda buku pembayaran
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
CARA FENASIHAN
Pasal 17

Felaksanaan penagihan reftribusi dikeluarkan 7 ftuguh) hari
setelah Jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat
bayar /penyetoran atau lainnya yang sejenls sebagai awal tindakan
pelaksarnaany

Dalam jangka waktu 7  C(tujuh?)  hari sstelah ftanggal surat
tegurand/peringatanssurat lain yang s@jenis,; wajib retvibusi
melunasi retribusi terutang

Surat teguran/speringatan atau surat lainnys sebagaimana dimaksud
avat (1) Pasal ini dikeluarkan ecleh pejabat yvang ditunjuk.

BaR XII
KER INGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Fasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan . SKRED dan
STRD vang dalam penerbitannva terdapat kesalahan tulis, kesalaban
hitung dan atas kekeliruan dalam pEnEyYapan peraturan
pErundang-undangan retribusip

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan ®sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
retribusi terutang karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan
karena kesalahannyaj

Haijib retribusi dapat megajukan permohonan, peangurangan  atau
pembatalan ketetapan retribusi yvang tidak benar;

Pearmohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan
ketztapan, penghapusan atau pengurangan sanksli wsebagaimana
dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (32
havus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada

Kegala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga

pulul) hari sejak tangpal diterimanya SKRED dan STED dengan
membicarakan alasan yang Jelas dan meyakinkan untuk mendukung
parmohonannyag i
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Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2
dikeluarkan cleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling
lama 2 (tiga? bulan sajak surat permohonan diterimaj
Apabila setalah lewat waktu 3 (kiga) bulen sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjukk paling
lama 3 (tiga) bulan sejak surat permchonan diterima.

EaR XIIY
KEBERATAN
Fasal 19

Wajib retribusi dapat menga jukan keberatan hanya kepada Kepala
Dagrah atau pejabat yang ditunjuk atas GSKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan;

Keberatan harus diajuken dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kscuali apabila wajib
retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi
karena keadaan diluar kemampuannyai

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
pelaksanaan penagihan retribusi.

FPasal 20

Kepala Dasrah dalam jangkas waktu paling lama & (enam) bulan se jak
tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas
keberatan vang diajukant

Keputusan kepala Daerah atss kebasratan dapat barupa menerima
seluruhnya atau sebaglian menolak atau menambah besarnya rebribusi
yang tarutangj

apabila jangka wakiu s=bagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat
dan Kepals Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang diajukan ters=but dianggap dikabulkan.

BAB KIV
FENGEMBAL IAN KELEBIHAM PEMBAYARAN
FPasal 21

Atas keiebihan psmbayaran retribusi, wajib vrvetribusi dapat
mengajukan parmohonan pengembal ian kepada kepala Daerahg

Kepala Dasrah dalam jangka waktu paling lama & fenam) bulan s2jak
diterimanya permohonan kelsbihan pembayaran retribusi sabagalimana
ayat (1) harus memberikan keputusani

Janghka waktu eebagaimansa dimaksud ayat (2 +telah dilaporkan dan
Kepala Dasrah tidak nemberikan suatu Kepubusan, permohonan
pengembalian pembayaran vetribusi dianggap dikabulkan, SKRD harus
diterbitkan dalam jangka wakitu paling lama | (zatu) bulang

Wajib vetribusi mampunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sElagaimana dimaksud ayat (1) lansung
diparhitungkan untuk melunsel tarlebih dahuiu retribusi tersebut)
Penambiahan kelesbihan pembeayaran rekribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 tdua) bulan, Kepala Dssrah memberikan imbalan
pungs sebesar 2 X (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebilhan ratribusi.

BAB XV
Y EDALUKWARSEBH®H
Fasal 22

Hak untuk melakukan sEnagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun lerutang s jak saat
terutangnya retribusi, kecusli apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang rntrfbuixgﬂr
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Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat <1)
tertangguh apablla 1@

a. Diterbltkan surat teguran

b« Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak

lansung.

BABE XVI
KETENTUAM PIDANA
FPasal 23

Wajib Retribusl vang #tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama &
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
retribusi yang terutang;

Tindak pidansa ssbagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Fasal 24

Fejabat FPegawai Negeri 8Sipil tertentu dilingkungan pemerintah
dagrah dapat diberi wewenang khusus ssbagai penyidik tindak
pldana dibidang retribusi sebapaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor B8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidanaj
Wewsnang Fenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah =

a2, manerima, mencari mengumpulkan dan men=liti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari dan mengumpulikan keterangan mengenail orang
pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribad: atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi,

d. memeriksa buku=buku, catatan—catatan dan dokumen—dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.

2. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembuluan,
percatatan dan dokumen-dolumen lain serta melakukan penyitaan
bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
pernyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

g. menyuruh atau melarang sesecrang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksanaan sedang berlansung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada
hurut a.

he mematret soseocrang yvang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi. '

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atau sanksi.

= menghentikan penyidikan. :

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidama di bidang retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabhkan,

Fenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (12 memberitahukan

dipulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

pEruntut  umum, sesuail  dengan ketentuan yano diatur alam
undang-undang Nomor 8 Tahup 43981 tentang Hukum Acara Pidnna.&r

1
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BAR XVIIL
KETENTLAN FENUTUF
Fazal 235

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Feraturan Dagrah 1ini sspanjang
mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Fasal 26
Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan

Peraturan Dasrah 1ini dengan penampatannya dalam Lembaran Daerab
Kotamadya Daerah Tingkat IT Kupang.

Ditetapkan i Kupang
pada tanggal 1% Agustus 1998,

e

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYS DAERAH TINGKAT I1I LUFANG
K e & U &y

i

igyahkan woleh Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Keputusan
MNonor Ewsenwns @BOMR L9998
Taul"li;l;lil e ssanm dTlhun 1993

Diundangkan dalam Lembaran Dasrah Kotamadya Daerah

Tingkat II Kﬁgfng

Momor 1so it . Tahun 1°1989.
Tanggal §... .40 19295
Eeri | [ oo, S

Mamoy o TRy -

ARIS WILAYAH/DAERAH
F 11 KUPANG
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ATAE
PERATURAN DAERAH
. KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il KUPANG
NOMOR s TAHUN 1998
TENTANDG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. U MUM

Dengan berkembangnya pembangunan fisik dalam wilayah Kotamadya Dasrah
Tingkat II Kupang terutama dalam wilayah Kota Administratst Kupang,
maka ketentuan—-ketentuan tentang Bangunan yang diatur dalam Peraturan
Dasrah Tingkat II Kupang Nemor I Tahun 1982 tentang Bangunan,
dirasakan sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan keadaan.

Dalam upaya mengatur kembali ketentuan—ketentuan tentang Bangunan
teraebut selaras dengan perkembanngan yang sesuai dengan kondisi dan
situasi daerah, make ketentuan—ketentuan tentang Bangunan terzsbut
pevlu disempurnakan dan diatur kembali dalam suvatu Peraturan Dasrah
yang baru tentang i{jin mendirikan bangunan.

Sesual Burat Menteri Dalam Megeri Nomor 640/£91/PUDD Tanggal 15
Pebruari 1985 perihal tertib pelaksanaan Peraturan Dasrah tentang
Bangunan, maka diatur pula ketentuan—ketentuan tentang tata kevja
yang menyangkut perijinan, maka diatur pula ketentuan-ketentuan
tentang syarat-syarat lingkungan dan hangunan , syarat-syvarat
pevencanaan, konstruksi, tehnik penyvehatan dan keselamatan ker ja

s=gEngan memperhatikan pula faktor—faktor mevta nilai eastetika,

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan pembangunan fisik bangunan di
Wilayah Kabupaten Dasrah Tingkat II Kupang dapat diawasi dan
dikendalikan secara aefesien dan efektif dan diharapkan kiranya
Peratruran Daerah ini dapat menampung semus fungsi dan aspirasi
masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya dalam hal
blnilt.l.nlrl 0

Demikian dengan adanya perubaban sistim penstapan tarif retribusi I[MB
yang diatur kembali dalam Peraturan Daerah ini dengan lebih banyal
memparhitungkan faktor keadilan dan kemampuan masyarakat diharapkan
adanya peningkatan penerimaan Daesrah eebanding dengan jasa/pelayanan
yang diberikan oleh Aparat Pemerintah Dasrak.

I1I.
Fasal | sampai dengan pasal I : Cukup jelas.
Fasal 4 ayat (1) 1 diharuskan bagi pekerjasn

a. Membangun atau memindahkan ssbuah gedungp
b. Menambah bangunan pada bangunan yang telah ada;
- €. Membuat fondasi baru, dinding pagar atau perbatasan, membuat
N saluran baru, jembatan dan selokang
d. FPambongkaran sesuatu kecuali pembongkaran bangunan—bangunan
sementaraj
. Memasang benda veklame baik berdirvi sendiri atau menempel
pada suatu gedung}
f. Memasang penangkal petir atau antenaj
8. Melakukan penggalian, penumpukan atau meEnger jakan tanah
dengan ukuran lebih dari 1 M3;
h. Mengubah bangunan dan atau berntuk sesuatu gedung berbeda
dengan keadaan ssdnuls.
Fagal § sampai dengan pasal 7 I Cukup jelas.
Fasal 8 ayat (1) s/d ayat (5} t Cukup jelas.
Fasal 9 sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas.,
Fasal 10 ayat (20 : Yang dimaksud dengan SPTRD adalah Surat

Pember itahuan TerutangRetribusi Daerah dan SKRD
adalah Surat Keputusan Retvibusi Dasvah.
Fesal 12 sampal dengan pasal 27 i t Cukup Jllll.ir’
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